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Hingga saat ini, pemerintah masih sangat kesulitan untuk 
mendapatkan data yang benar-benar valid, akurat, 
terpercaya, dan dapat diakses dengan mudah. Kerap 
terjadi perbedaan data antar kementerian, lembaga 
pemerintah, perusahaan BUMN, perusahaan swasta, atau 
lainnya. Akhirnya pada bulan Juni 2019, Pemerintah 
berhasil menetapkan Peraturan Presiden mengenai Satu 
Data Indonesia, yang diharapkan dapat memberikan 
solusi permasahalan di atas. Dalam rangka mendukung 
inisiatif tersebut, salah satu faktor penentu keberhasilan 
adalah sumber daya manusia (SDM). Dalam hal ini adalah 
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki jabatan 
fungsional pranata komputer, sebagai sebuah jabatan 
fungsional yang merencanakan dan mengelola bidang 
teknologi informasi di pemerintah. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis aktivitas pranata komputer 
pada aktivitas manajemen data menggunakan kerangka 
DAMA-DMBOK 2. Metode yang dilakukan adalah 
pengumpulan data, melakukan asesmen, analisis aktivitas 
pranata komputer, analisis aktivitas manajemen data 
berdasarkan DAMA-DMBOK 2, serta pemetaan aktivitas 
pranata komputer dan manajemen data. Aktivitas 
manajemen data yang dianalisis fokus pada tiga fungsi, 
yaitu data governance, data quality management, dan 
metadata management. Hasil dari penelitian ini adalah 
diperolehnya pemetaan kegiatan pranata komputer 
terhadap tiga knowledge aktivitas berdasarkan kerangka 
kerja DAMA-DMBOK 2. Implikasi dari penelitian ini adalah 
diharapkan hasilnya dapat digunakan sebagai referensi 
dalam rangka mengevaluasi dan merancang kegiatan 
pranata komputer yang mendukung pengimplementasian 
manajemen data yang baik, khususnya data governance di 

Peneliti Ringkasan Eksekutif 



LPPM UNIVERSITAS ESA UNGGUL 
(Profil Ringkasan LITABMAS) 

 

2 

pemerintah dan mendukung implementasi Inisiatif Satu 
Data Indonesia.  

 

 

 

 

 

Kata Kunci : Pranata Komputer, Peraturan BPS, Data 
Governance, Satu Data Indonesia, DAMA-DMBOK  

 

 
Dalam proses publikasi pada jurnal JRSI 
(Jurnal Rekayasa Sistem dan Industri)  
jurnal ilmiah Terakreditas Peringkat 4.  

 
 

   
Ketersediaan dan kemudahan akses 
terhadap data dan informasi merupakan 
hal penting dalam proses pengambilan 
kebijakan. Tetapi hingga saat ini, masih 
terdapat beberapa permasalahan data di 
Indonesia, antara lain data instansi 
pemerintah yang satu dengan yang lain 
tidak konsisten, data pemerintah sulit 
diakses oleh instansi pemerintah lain dan 
oleh publik, banyak data yang dipegang 
oleh individu serta diperlukan hubungan 
personal untuk mengakses data, dan juga 
format data yang dibagipakaikan tidak 
terbuka dan sulit diolah [1]. Hal ini 
menjadi kendala yang besar dalam 
pengambilan keputusan yang tepat dan 
cepat. Seperti pada masalah beras, 
terdapat perbedaan data antara 
Kementerian Pertanian dan Kehutanan 

Tahapan pertama yang dilakukan adalah membuat 
daftar dokumen yang harus dikumpulkan yaitu berbagai 
peraturan yang berlaku terkait PK serta dokumen 
internal terkait proses bisnis atau aktivitas pengelolaan 
data yang sudah dilakukan. Hasil tahapan pertama 
diperoleh 3 (tiga) peraturan yang berlaku  [14] [16] [17], 
78  SOP yang terkait pengelolaan data dan terdapat 1 
(satu) Instruksi Kerja terkait pengelolaan data. 

Tahapan kedua dilakukan asesmen terhadap 
pegawai jabatan fungsional Pranata Komputer di 
instansi tersebut, dengan melakukan wawancara 
pendalaman aktivitas manajemen data yang telah 
dilakukan sehari-hari, yang didapat dari hasil 
pengumpulan dokumen di tahap sebelumnya. 
Pertanyaan wawancara yang ditanyakan adalah seputar 
aktivitas yang biasa dilakukan sehari-hari oleh PK. Hasil 
asesmen menunjukkan terdapat aktivitas-aktivitas yang 
telah dilakukan oleh PK, tetapi belum diformalkan 
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(Kementan) dengan Badan Pusat Statistik 
(BPS) [2][3]. DPR menyatakan selama 
data masih berbeda, maka sulit untuk 
mengambil keputusan, sehingga impor 
pangan akan terus terjadi [4]. Bukan 
hanya di data beras, perbedaan data 
antar instansi pemerintah masih menjadi 
masalah krusial di sektor mineral dan 
batu bara atau minerba[5]. Dan masalah 
perbedaan data ini kemungkinan terjadi 
di seluruh instansi pemerintah. 
Pemerintah sangat sulit untuk 
mendapatkan data yang valid, 
terpercaya, dan dapat diakses dengan 
cepat, yang mengakibatkan kendala pada 
proses pengambilan keputusan dengan 
cepat dan tepat.  

Pada akhir tahun 2018, Pemerintah 
berencana akan menerbitkan Peraturan 
Presiden mengenai Satu Data Indonesia 
[6][7][8][9]. Dan akhirnya terealisasi pada 
bulan Juni 2019, Pemerintah berhasil 
menetapkan Peraturan Presiden 
mengenai Satu Data Indonesia, yang 
diharapkan dapat memberikan solusi 
permasahalan di atas [10]. Satu Data 
Indonesia merupakan inisiatif yang 
bertujuan untuk mengembangkan dan 
memperkuat sistem, pembagian, dan tata 
kelola data demi mencapai sasaran 
pembangunan yang optimal [11].  

Dalam mendukung implementasi inisiatif 
tersebut, maka Aparatur Sipil Negara 
(ASN) khususnya jabatan fungsional 
pranata komputer sebagai perencana dan 
pengelola Teknologi Informasi di 
pemerintah menjadi salah satu faktor 
penentu kesuksesan inisiatif Satu Data 
Indonesia. Tanpa kesiapan dan dukungan 
ASN Jabatan Fungsional Pranata 
Komputer, maka mustahil dilakukan 

dalam regulasi dan kebijakan baik itu proses bisnis 
ataupun instruksi kerja, sebagai berikut: 

1. Aktivitas Data Governance sebanyak 2 kegiatan; 
2. Aktivitas Manajemen Metadata sebanyak 8 

kegiatan; 
3. Aktivitas Manajemen Kualitas data sebanyak 76 

kegiatan. 
Tahapan selanjutnya penelitian ini adalah analisis 

terhadap berbagai regulasi yang berlaku, analisis aspek 
organisasi, analisis aktivitas pengelolaan data pada area 
data governance, manajemen metadata, dan 
manajemen kualitas data yang berjalan saat ini, serta 
analisis aktivitas berdasarkan DAMA-DMBOK 2. Hasil 
analisis aspek regulasi, diidentifikasi bahwa JFT PK 
adalah pegawai yang memiliki kompetensi dan kegiatan 
tepat untuk memegang peran penting dalam tata kelola 
data. Posisi JFT PK pada instansi saat ini, secara formal 
belum terdapat unit yang memiliki tugas dan fungsi 
untuk mengelola kegiatan pengelolaan data pada 
instansi tersebut. Pranata Komputer belum terdapat 
tugas dan fungsi yang mengatur aktivitas pengelolaan 
data secara formal dalam regulasi. Hal ini berdampak 
pada setiap unit dalam instansi pemerintah tersebut 
belum secara formal melaksanakan aktivitas tata kelola 
data.  

Hasil analisis aspek organisasi, berdasarkan 
penelitian sebelumnya [9], struktur organisasi (gambar 
1) menunjukkan bahwa organisasi memiliki lebih dari 
satu sektor bisnis yaitu 4 (empat) deputi, 4 (empat) 
pusat, 4 (empat) biro, serta beberapa unit pelayanan di 
pemerintahan daerah. Masing-masing unit memiliki 
tugas dan fungsi yang berbeda sektor bisnis dan 
komoditas. Instansi memiliki banyak unit di daerah yang 
berbeda bisnis dan komoditas, sehingga instansi harus 
dapat mengintegrasikan data dari berbagai unit yang 
berbeda, secara valid dan akurat. Seluruh unit harus 
dapat mengkolaborasikan data dan menyediakan 
laporan yang terintegrasi, valid, dan akurat sesuai 
kebutuhan publik dan pemerintah. Permasalahan yang 
terjadi adalah saat ini instansi belum secara formal 
memiliki fungsi/unit/SDM yang bertugas untuk 
mengelola data antar unit dan sektor bisnis yang 
berbeda, untuk data internal instansi. Juga belum 
terdapat fungsi/unit/SDM yang bertugas mengelola 
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manajemen data yang baik. Padahal 
manajemen data merupakan kunci 
keberhasilan inisiatif Satu Data Indonesia.  

2  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan 
analisis model organisasi manajemen 
data di instansi pemerintah [12]. Untuk 
melanjutkan penelitian sebelumnya, 
maka perlu dilakukan penelitian 
mengenai kegiatan pengelolanya yaitu 
jabatan fungsional pranata komputer ini. 
Peraturan yang mengatur mengenai 
kegiatan dan penilaian angka kredit 
Pranata komputer terakhir adalah tahun 
2008 (11 tahun yang lalu) yaitu Peraturan 
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 
tahun 2008 [13]. Untuk itu perlu 
dilakukan penelitian kegiatan pranata 
komputer pada aktivitas manajemen 
data. Penelitian ini masih merupakan hal 
baru di Indonesia, yang mendukung 
inisiatif Presiden yaitu Satu Data 
Indonesia. Tujuan penelitian adalah 
menganalisis kegiatan yang selama ini 
dilakukan oleh pranata komputer apakah 
sudah dapat mengakomodir kegiatan 
Manajemen Data yang mendukung 
inisiaif Satu Data Indonesia.  

Penelitian fokus terhadap 3 (tiga) fungsi 
yaitu data governance, data quality 
management, dan metadata management. 
Hasil dari penelitian ini adalah pemetaan 
kegiatan yang dilakukan oleh pranata 
komputer terhadap aktivitas manajemen 
data berdasarkan kerangka kerja DAMA-
DMBOK. Dan luaran wajib penelitian 
adalah berupa satu publikasi ilmiah di 
jurnal nasional (ber ISSN) tahun 2019. 
Implikasi dari penelitian ini adalah 
diharapkan hasilnya dapat digunakan 

data antar instansi pemerintah lainnya. Pengelolaan 
data ini sangat dibutuhkan dalam implementasi Satu 
Data Indonesia. 

 
Gambar 1 Ilustrasi struktur organisasi [11] 

 

Analisis terakhir dilakukan terhadap aktivitas yang 
dilakukan oleh PK berdasarkan analisis aktivitas 
berdasarkan DAMA-DMBOK 2. Hasil analisis aktivitas 
adalah masing-masing jabatan Pranata Komputer, 
terbagi 2 (dua) tingkat yaitu Pranata Komputer Tingkat 
Terampil dan Tingkat Ahli. Masing-masing tingkat 
tersebut dianalisis aktivitas yang terkait pengelolaan 
data. Kesimpulan hasil analisis aktivitas terkait 
pengelolaan data pada tingkat Terampil dan Tingkat Ahli 
dapat dilihat pada tabel 3. 

Tabel 3.  

Hasil analisis aktivitas PK terkait aktivitas pengelolaan data 

No Jabatan 
Fungsional 

Jml 
Aktivitas 
terkait 
data 

Satuan Hasil Angka 
Kredit 

PK Tingkat Terampil 

1.  PK 
Pelaksana 
Pemula 

3 25 kB atau 1000 karakter Antara 
0,001 – 
0,004 

2.  PK 
Pelaksana 

2 1000 karakter atau Laporan Antara 
0,001 – 
0,053 (1 
laporan 

per 
bulan) 
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sebagai panduan dalam rangka 
mengevaluasi dan merancang kegiatan 
pranata komputer dalam rangka 
mengimplementasikan manajemen data 
yang baik di pemerintah dan mendukung 
implementasi Inisiatif Satu Data 
Indonesia.  

 

3.  Semua 
jenjang PK 
Terampil 

1 Jam pelajaran 0,030 

PK Tingkat Ahli 

4.  PK 
Pertama 

7 kali/sistem/simpul/ 
rancangan 

Antara 
0,004 – 
0,652 

5.  PK Muda 10 Sistem/buku/rancangan/ 
dokumen/proposal/laporan 

Antara 
0,462 – 
1,349  

6.  PK Madya 4 Dokumentasi/kali/proposal Antara 
0,960 – 
4,938  

7.  PK Utama 8 Sistem/dokumen/ laporan Antara 
1,350 – 
13,003  

8.  Semua 
jenjang PK 
Ahli 

1 Jam pelajaran 0,030 

 

Aktivitas yang terdapat pada tabel 3 (berdasarkan 
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 
2008 [14]) baru mengatur aktivitas pengelolaan data 
pada operasional sehari-hari yang dilakukan oleh PK 
Tingkat Terampil dan masih fokus pada kegiatan 
perekaman data dan implementasi database. Di 
regulasi, aktivitas ini baru mengakomodir kegiatan 
pengelolaan database/data yang fokus pada 
pengembangan aplikasi saja dengan angka kredit sekitar 
0,001 – 0,0048. Sementara aktivitas PK Tingkat Ahli 
masih fokus pada Perancangan dan Pengembangan 
Database dan belum terdapat aktivitas yang fokus pada 
kualitas data, dimana akan sangat mendukung program 
Satu Data Indonesia. 

Tahapan terakhir penelitian adalah merancang 
pemetaan aktivitas Pranata Komputer dalam 
perencanaan dan implementasi tata kelola data, dengan 
hasil sebagai berikut: 

1.1  Hasil Pemetaan Aktivitas Data Governance 

Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
ketersediaan kompetensi SDM dan aktivitas yang 
kondusif guna kebutuhan pelaksanaan aktivitas Data 
Governance. Pada tahapan ini dilakukan pemetaan 
aktivitas Data Governance terhadap aktivitas Jabatan 
Fungsional Tertentu (JFT) PK. Tabel 4 berikut adalah 

 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 

beberapa tahapan yang dituangkan 
dalam rancangan penelitian yang terdiri 
dari: 

1. Melakukan pengumpulan data 
mengenai berbagai peraturan yang 
berlaku, dokumen internal, proses 
bisnis, serta aktivitas pengelolaan 
data yang sudah dilakukan; 

2. Melakukan asesmen aktivitas 
pengelolaan data yang dilakukan 
saat ini; 

3. Melakukan analisis regulasi Pranata 
Komputer terkait aktivitas tata 
kelola data oleh pranata komputer; 

4. Melakukan analisis aktivitas 
kerangka kerja DAMA-DMBOK 2; 

5. Melakukan analisis aktivitas 
pegawai JFT PK dan DAMA-DMBOK 
2; 

6. Merancang pemetaan aktivitas 
Pranata Komputer dalam 
perencanaan dan implementasi 
tata kelola data. 

Metode 

Commented [FS3]: Alur atau metode? Sebaiknya judul sub 
bab lebih tepat menjadi alur/rancangan penelitian 

Commented [AY4R3]: Sudah disesuaikan 
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Kerangka kerja yang dijadikan acuan 
adalah DAMA-DMBOK edisi 2, tahun 
2017. Penelitian ini dilakukan pada salah 
satu instansi pemerintah di Jakarta. 

 

hasil pemetaan antara aktivitas JFT PK yang terdapat di 
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 16 Tahun 
2008 (selanjutnya kita sebut regulasi) dipetakan 
terhadap aktivitas Data Governance berdasarkan 
kerangka kerja DAMA-DMBOK edisi 2. 

 

Tabel  4.  
Pemetaan Aktivitas Data Governance (DAMA-DMBOK 2) dengan Aktivitas JFT 
PK berdasarkan Regulasi 

Aktivitas Data Governance  
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas JFT PK 
berdasarkan Regulasi 

I. Define Data Governance for the 
Organization (Planning) 

 

1. Develop Data Governance Strategy - 
2. Perform Readiness Assessment - 
3. Perform Discovery and Business 

Alignment 
- 

4. Develop Organizational Touchpoints - 
II. Define the Data Governance Strategy (P)  

1. Define the Data Governance 
Operating Framework 

- 

2. Develop Goals, Principles, and 
Policies 

- 

3. Underwrite Data Management 
Projects 

- 

4. Engage Change Management - 
5. Engage in Issue Management - 
6. Assess Regulatory Compliance 

Requirements 
- 

III. Implement Data Governance (0)  
1. Sponsor Data Standards and 

Procedures 
- 

2. Develop a Business Glossary - 
3. Co-ordinate with Architecture Groups - 
4. Sponsor Data Asset Valuation - 

IV. Embed Data Governance (C,O) - 
 

Berdasarkan hasil analisis aktivitas JFT PK dengan 
aktivitas Data Governance berdasarkan DAMA-DMBOK 
2, belum terdapat aktivitas Data Governance yang 
diatur dalam regulasi di atas. Analisis berdasarkan 
aktivitas, sudah terdapat aktivitas penyusunan 
kebijakan Sistem Informasi yang dilakukan oleh JFT PK 
Ahli Madya dan Utama. Berdasarkan  analisis aktivitas 
ini dapat diasumsikan bahwa JFT PK Ahli dan Madya 
sudah memiliki kompetensi untuk melakukan aktivitas 
penyusunan kebijakan di aktivitas Data Governance 
yang terdapat pada aktivitas berdasarkan DAMA-
DMBOK 2. Aktivitas tersebut adalah menyusun rencana 
induk sistem informasi, PK Ahli Tingkat Madya, dengan 
angka kredit berkisar antara 1- 7. Angka kredit yang 
besar terdapat pada tingkat JFT PK Ahli Tingkat Utama 
berkisar 1 – 13. 
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Hasil analisis aktivitas pun menyatakan bahwa saat 
ini pegawai JFT PK telah melakukan beberapa aktivitas 
data governance di instansi, walaupun belum 
ditetapkan secara formal. Hasil analisis pemetaan 
aktivitas data governance yang sudah dilakukan oleh 
pegawai JFT PK terhadap aktivitas data governance 
berdasarkan DAMA-DMBOK 2 dapat dilihat pada tabel 
5. 

 

Tabel  5.  
Pemetaan Aktivitas Data Governance (DAMA-DMBOK 2) dengan Aktivitas 
yang telah dilakukan pegawai JFT PK saat ini 

Aktivitas Data Governance  
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas yang telah dilakukan saat 
ini 

I. Define Data Governance for 
the Organization (Planning) 

 

1. Develop Data 
Governance Strategy 

Kegiatan penyusunan Strategi Data 
Governance (Roadmap) 

2. Perform Readiness 
Assessment 

Kegiatan asesmen data governance 
maturity 

3. Perform Discovery and 
Business Alignment 

Kegiatan asesmen kondisi saat ini 
terkait data governance 

4. Develop Organizational 
Touchpoints 

Kegiatan perancangan model 
organisasi data governance 

II. Define the Data Governance 
Strategy (P) 

 

1. Define the Data 
Governance Operating 
Framework 

Kegiatan perancangan model 
operasional data governance 

2. Develop Goals, 
Principles, and Policies 

Kegiatan perancangan kebijakan 
data governance 

3. Underwrite Data 
Management Projects 

Pelaksanaan proyek manajemen data 
dan informasi 

4. Engage Change 
Management 

Pelaksanaan awareness dan 
sosialisasi 

5. Engage in Issue 
Management 

Perancangan prosedur resolusi isu 

6. Assess Regulatory 
Compliance 
Requirements 

Penyiapan indek kualitas data dan 
KPI DG Board (SOP) 

III. Implement Data Governance 
(0) 

 

1. Sponsor Data Standards 
and Procedures 

Kegiatan perancangan kamus data 
dan prosedur 

2. Develop a Business 
Glossary 

Kegiatan penyusunan business 
glossary 

3. Co-ordinate with 
Architecture Groups 

Pengembangan Data Architecture 
dilakukan pada tahun 2017 

4. Sponsor Data Asset 
Valuation 

Direncanakan kegiatan dilakukan 
tahun 2020 

IV. Embed Data Governance 
(C,O) 

- 

 

Berdasarkan tabel 5 didapat bahwa dari 15 
kegiatan data governance, hanya 1 (satu) kegiatan yang 
belum diimplementasikan di instansi A. Kegiatan data 
governance saat ini masih dalam tahap pengukuran, 
perancangan, dan perencanaan dan kegiatan controlling 

Commented [FS1]: Agar dijelaskan di bagian awal, bahwa 
penelitian ini dilakukan dgn mengambil sampel di instansi A, 
dengan profil singkat misalnya Lembaga pemerintah dgn 
bagian IT sekian orang, dan pranata sekian orang, dgn latar 
pranata komp punya latar Pendidikan IT, dst. 

Commented [AY2R1]: Sudah dilengkapi di bagian awal 
untuk profil instansi A. Tapi untuk sektor tetap dirahasiakan 
(terikat dengan NDA), karena merupakan satu-satunya sektor 
di Indonesia. Jika disebutkan, maka akan langsung diketahui. 
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(pemantauan) dan operasional belum dapat 
diimplementasikan. 

Berdasarkan hasil wawancara, pegawai JFT PK 
menghadapi kesulitan untuk memetakan aktivitas yang 
telah dilakukan berdasarkan regulasi aktivitas JFT PK 
yang berlaku saat ini. Kendala ini mengakibatkan 
pegawai JFT PK yang saat ini sudah melakukan aktivitas 
Data Governance, tidak akan mendapatkan penilaian 
angka kredit sebagai kinerja dan tidak dapat 
mendukung kenaikan jabatan (karir) pegawai tersebut. 
Ini sangat merugikan. Hasil penelitian menyatakan 
terdapat pengaruh signifikan antara pengembangan 
karir terhadap motivasi [12] dan terdapat pengaruh 
antara penetapan angka kredit terhadap motivasi 
kinerja [13].  

1.2 Hasil Pemetaan Aktivitas Manajemen Metadata 

Hasil analisis aktivitas manajemen metadata 
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik 
Nomor 16 Tahun 2008 di atas, menunjukkan belum 
terdapat aktivitas metadata sama sekali. Kondisi ini 
mengindikasikan terjadi masalah yang sama terjadi di 
aktivitas metadata seperti masalah yang dihadapi di 
aktivitas data governance. Pegawai JFT PK yang 
melakukan kegiatan metadata maka tidak akan 
mendapatkan penilaian angka kredit sebagai kinerja dan 
tidak dapat mendukung kenaikan jabatan pegawai 
tersebut.  

Hasil analisis terhadap peraturan JFT terkait 
aktivitas manajemen metadata menunjukkan belum 
terdapat aktivitas metadata secara formal dalam 
peraturan tersebut. Tabel 6 adalah hasil pemetaan 
antara aktivitas terkait manajemen metadata yang 
terdapat pada regulasi dipetakan terhadap aktivitas 
manajemen metadata berdasarkan kerangka kerja 
DAMA-DMBOK 2.  

 

 

 

 

 

Tabel  6.  
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Pemetaan Aktivitas Manajemen Metadata (DAMA-DMBOK 2) dengan 
Aktivitas JFT PK berdasarkan Regulasi 

Aktivitas Metadata Management  
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas JFT PK 
berdasarkan Regulasi 

I. Define Metadata Strategy (P)  
1. Initiate Metadata strategy planning - 
2. Conduct key stakeholder interviews - 
3. Assess existing Metadata sources 

and information architecture 
- 

4. Develop future Metadata 
architecture 

- 

5. Develop a phased implementation 
plan 

- 

II. Understand Metadata Requirements (P)  
1. Business User Requirements - 
2. Technical User Requirements - 

III. Define Metadata Architecture (P)  
1. Create MetaModel (D) - 
2. Apply Metadata standards (C) - 
3. Manage Metadata Stores (C) - 

IV. Create and Maintain Metadata (O)  
1. Integrate Metadata (O) - 
2. Distribute and Deliver Metadata 

(O) 
- 

V. Query, Report and Analyze Metadata - 
 

Hasil asesmen aktivitas manajemen metadata 
menunjukkan bahwa pegawai JFT PK telah melakukan 
beberapa aktivitas metadata di instansi. Hasil analisis 
pemetaan aktivitas metadata yang sudah dilakukan oleh 
pegawai JFT PK terhadap aktivitas metadata 
berdasarkan DAMA-DMBOK 2 dapat dilihat pada tabel 
7. 

 

Tabel  7.  
Pemetaan Aktivitas Manajemen Metadata (DAMA-DMBOK 2) dengan 
Aktivitas yang telah dilakukan pegawai JFT PK saat ini 

Aktivitas Manajemen Metadata  
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas Manajemen Metadata 
yang telah dilakukan saat ini 

I. Define Metadata Strategy (P) Kegiatan merencanakan dan 
menetapkan strategi metadata 

II. Understand Metadata 
Requirements (P) 

 

1. Business User 
Requirements 

Kegiatan asesmen dan 
penyusunan metadata bisnis 

2. Technical User 
Requirements 

Kegiatan asesmen dan 
penyusunan metadata teknis 

III. Define Metadata Architecture 
(P) 

 

1. Create MetaModel (D) Kegiatan perancangan metadata 
2. Apply Metadata 

standards (C) 
- 

3. Manage Metadata 
Stores (C) 

- 

IV. Create and Maintain Metadata 
(O) 

 

1. Integrate Metadata (O) - 
2. Distribute and Deliver 

Metadata (O) 
- 
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V. Query, Report and Analyze 
Metadata 

- 

 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh dari 13 kegiatan 
metadata, terdapat 5 (lima) kegiatan yang belum 
diimplementasikan di instansi. Kondisi ini terjadi karena 
saat ini kegiatan metadata masih dalam tahap 
pengukuran, perancangan, dan perencanaan serta 
belum dilakukan kegiatan controlling (pemantauan) dan 
operasional belum dapat diimplementasikan. 

1.3 Hasil Pemetaan Aktivitas Manajemen Kualitas Data 

Hasil analisis aktivitas manajemen kualitas data 
berdasarkan regulasi adalah aktivitas tidak dapat 
dipetakan terhadap aktivitas JFT PK terhadap aktivitas 
regulasi.  Hasil pemetaan antara aktivitas manajemen 
kualitas data yang terdapat dalam regulasi dipetakan 
terhadap aktivitas manajemen metadata berdasarkan 
kerangka kerja DAMA-DMBOK 2 dapat dilihat pada tabel 
8. 

 

Tabel  8.  
Pemetaan Aktivitas  Manajemen Kualitas Data (DAMA-DMBOK 2) dengan 
Aktivitas JFT PK berdasarkan Regulasi 

Aktivitas Manajemen Kualitas Data  
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas Manajemen 
Kualitas Data berdasarkan 

Regulasi 
I. Define High Quality Data (P) - 
II. Define a Data Quality Strategy (P) - 
III. Define Scope of Initial Assessment (P)  

1. Identify Critical Data - 
2. Identify Existing Rules and 

Patterns  
- 

IV. Perform Initial Data Quality 
Assessment (P) 

 

1. Identify and prioritize issues - 
2. Perform root cause analysis of 

issues  
- 

V. Identify A Prioritize Improvements  
1. Prioritize Actions based on 

Business Impact 
- 

2. Develop Preventative and 
Corrective Actions 

- 

3. Confirm Planned Actions  - 
VI. Develop and Deploy Data Quality 

Operations (D) 
 

1. Develop Data Quality 
Operational Procedures 

- 

2. Correct Data Quality Defects - 
3. Measure and Monitor Data 

Quality 
- 

4. Report on Data Quality levels 
and findings 

- 
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Hasil asesmen aktivitas manajemen kualitas data 
yang dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa di 
Instansi A telah melakukan aktivitas kualitas data oleh 
pegawai JFT PK, tetapi belum diformalkan oleh 
kebijakan. Hasil analisis pemetaan aktivitas kualitas data 
yang sudah dilakukan oleh pegawai JFT PK terhadap 
aktivitas kualitas data berdasarkan DAMA-DMBOK 2 
dapat dilihat pada tabel 9. 

 

Tabel 9.  
Pemetaan Aktivitas Data Quality Management (DAMA-DMBOK 2) dengan 
yang telah dilakukan pegawai JFT PK saat ini 

Aktivitas Manajemen Kualitas Data 
(DAMA-DMBOK 2) 

Aktivitas Manajemen 
Kualitas Data yang telah 

dilakukan saat ini 
I. Define High Quality Data (P) - 
II. Define a Data Quality Strategy 

(P) 
Kegiatan perancangan strategi 
manajemen kualitas data 
(Roadmap) 

III. Define Scope of Initial 
Assessment (P) 

 

1. Identify Critical Data Kegiatan asesmen data kritis 
2. Identify Existing Rules 

and Patterns  
Kegiatan asesmen aturan dan 
pola data saat ini 

IV. Perform Initial Data Quality 
Assessment (P) 

 

1. Identify and prioritize 
issues 

Kegiatan asesmen 
permasalahan data, data 
profiling, dan prioritas isu 2. Perform root cause 

analysis of issues  
V. Identify A Prioritize 

Improvements 
 

1. Prioritize Actions based 
on Business Impact 

Kegiatan asesmen 
permasalahan data, data 
profiling, dan prioritas isu 

2. Develop Preventative and 
Corrective Actions 

Kegiatan penyusunan rule 
perbaikan data, 
mengembangkan script data 
profiling dan data cleansing 

3. Confirm Planned Actions  Kegiatan perancangan strategi 
manajemen kualitas data 
(Roadmap) 

VI. Develop and Deploy Data 
Quality Operations (D) 

 

1. Develop Data Quality 
Operational Procedures 

Kegiatan perancangan 
prosedur manajemen kualitas 
data 

2. Correct Data Quality 
Defects 

Kegiatan penyusunan rule 
perbaikan data, 
mengembangkan script data 
profiling dan data cleansing 

3. Measure and Monitor 
Data Quality 

Kegiatan perancangan 
prosedur  pemantauan dan KPI 
kualitas data 

4. Report on Data Quality 
levels and findings 

Kegiatan perancangan 
prosedur  pemantauan dan KPI 
kualitas data 
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Hasil analisis memperlihatkan bahwa seluruh aktivitas 
kualitas data sebenarnya telah diimplementasikan oleh 
pegawai JFT PK, terutama untuk penyusunan laporan 
yang harus terintegrasi dari seluruh unit dan direktorat 
yang berbeda. Tetapi kendala yang sama terjadi seperti 
pada aktivitas sebelumnya, yaitu pegawai JFT PK 
menghadapi kesulitan untuk memetakan aktivitas yang 
telah mereka lakukan berdasarkan regulasi aktivitas JFT 
PK yang berlaku saat ini. Karena aktivitas tersebut tidak 
terdapat di regulasi sehingga tidak mendapatkan angka 
kredit untuk pekerjaannya. Hal ini sangat merugikan 
pegawai JFT PK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standar aktivitas yang digunakan adalah 
berdasarkan DAMA-DMBOK edisi 2. 
Penelitian ini dilakukan pada salah satu 
instansi pemerintah. Integrasi penelitian 
kajian kegiatan pranata komputer dalam 
aktivitas perencanaan dan implementasi 
Tata Kelola Data menggunakan DAMA-
DMBOK edisi 2 adalah seperti yang 
digambarkan dalam gambar di bawah ini.  

Gambar 3.1 Rencana Metodologi 
Penelitian 
Hasil penelitian ini dapat menjadi 
referensi dan data untuk perancangan 
kegiatan pranata komputer dalam 
manajemen data di pemerintah. Hasil 
penelitian ini dapat digunakan untuk 
pengembangan kegiatan yang dapat 
dilakukan oleh Pranata Komputer dan 
pemetaan dengan besar penilaian angka 

 

Skema LITABMAS 

Ucapan terimakasih 
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kredit bagi Pranata Komputer dalam 
melakukan perencanaan dan 
implementasi Manajemen Data.  
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